
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAMPUl'fG SELATAN 

NOMOR 06 TABUN 2013 

TENTANG 

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DABRAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH 

DAN INSTANSI VERTlKAL DI DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAK, 

Merrimbarig : a. bahwa dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan tugas 
dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, 
dan Administrasi maka perlu diatur kembali Fungsi 
Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di Daerah; 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kctiga Ataa Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomcr 06 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, maka Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Fungsi 
Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instans! 
Vertikal di Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan 
dengan kondisi saat ini; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b tersebut eli atas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi 
Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan terhadap Perangkat Daerah dan Instansi Vert'ikal di 
Daerah; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 terrtang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang­
Undang Darurat .Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 19,56 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat Il tennasuk Kota Praja daIam Lingkungan Daerah 
Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
[Lembar'an Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 



'. 
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2.	 Undang-Undang NomOI' 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
1974 NomOI' 55, Tambaban Lembaran Negara Republik 
lndoncsda Nomor 3041) sebagaimana telah diubab dengan 
Undang-Undang NomOI' 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nemer 109, Tambahan 
Lembaran Negana Republik lndonesia Nomor 3890); 

3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indoneaia Nomor 4355); 

5.	 Unrlang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaban Daerab sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6,	 Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintab Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan .Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8.	 Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tabun 1988 tentang 
Koordinasi kegiatan Instanei Vertikal di Daerah: 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, 'Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintab' Nomor 41 Tabun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat lJaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 4741); 

II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tanun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 



•
 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 061 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, teraknir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 
[Lemhar'an Daera.h Kabupatcn Lampung Selatan Tahun 
2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23); 

13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomcr 09 Tahun 2012 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerab. Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI KOORDINASI 
PARA ASISTEN SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT OAERAH 
DAN INSTANSI VERTlKAL 01 OAERAH. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Paeal 1 

Dalam Peraturan irri yang dimaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalan Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

4.	 Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5.	 Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 

6.	 Sekretaris Daera.h adalah Sekretar-ia Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

7.	 Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari 
Aeieten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang 
Kcsejahteraan Rakyat, serta Asisten Bidang Administrasi 
Umurn. 

8.	 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

9.	 Dinas Daerah adateh Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 



10.	 Lembaga Feknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Sclatan yang berbcntuk Badan dan 
Kantor. 

1 L	 Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah 
adalah Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk 
Badan Pelaksana dan Sekretariat. 

12.	 Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

13.	 Instansi Vertikal di daerah adalah Instansi milik 
Pemerintah Pusat yeug berada di Kabupaten Lampung 
Sclatan. 

BAB II
 

KOORDINASI
 
Pasal 2
 

Para Asiaten yang bertugas membantu Sekretaris Daerah 
dalam melaksanakan kewajibannya, membawahi dan 
mempunyai fungsi koordinasi sebagai berikut : 

I.	 ASISTEN BlDANG PEMERINTAHAN 

A. Membawahi : 
1.	 Bagian Pemerintahan; 
2.	 Bagian Otonomi Daerah: dan 
3.	 Bagian Hukum. 

B.	 Mengoordinir : 
1.	 Sekretariat DPRD; 
2.	 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi!; 
3.	 Dinas Komunikasi dan Informatika; 
4.	 Dinas Kehutanan; 
5.	 Inspektorat; 
6.	 Badan Lingkungan Hidup Daerah; 
7.	 Badan Pemberdayaan Masyarakat Deaa; 
8.	 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
 
lO.Kecamatan;
 
11. Sekretariat KPUDi dan
 
!2.Badan Pertanahan Naslonal.
 

n.	 ASISTEN BlDANG PEREKONOMIAN DAN
 
PEMBANGUNAN ;
 

A.	 Membawahi ; 
1.	 Bagian Perekonomian; dan 
2.	 Bagian Pernbangunan dan Sumbcr Daya Alam. 

B.	 Mengoordinir; 
1.	 Dinas Perhubungan: 
2.	 Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 

Usaha Keeil Menengah; 
3.	 Dinas Pertarnbangan dan Energi; 
4.	 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; 
5.	 Dinas Peternakan; 
6.	 Dinas KeIautan dan Per-ikariari; 
7.	 Dinas Perkebunan; 
8.	 Dinas Pekerjaan Umum; 
9.	 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 



10.Badan Perianarnan Modal dan Pelayanen Perizinan 
Terpadu; 

11.Badan Ketahanan Pangan; 
12.Badan Pelaksana Penyuluhan Per-tariiari, Perikanan 

dan Kehutanan;
 
13.PDAM Tirta Jasa;
 
14.Kantor BPS; dan
 
15. Kantor PLN.
 

III. ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT: 
A.	 Membawahi : 

1.	 Bagian Kesejahteraarr Sosial dan Kemasyarakatan; 
dan 

2.	 Bagian Bina Mental Spritual. 
B.	 Mengoordinir : 

1.	 Dinas Pendidikan; 
2.	 Dinas Perrruda dan Olehraga, 
3.	 Dinas Kesehatan; 
4.	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
5.	 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 
6.	 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana; 
7.	 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. BOB BAZAR, 

SKM 
8.	 Badan Penanggulangan Bericana. Daerah; 
9. Kantor Kementerian Agama; dan
 
1O.Badan Narkotika Nasional.
 

IV. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM 
A.	 Membawahl; 

1_	 Bagian Organisasi; 
2.	 Bagian Umum dan Protokol: 
3.	 Bagian Tata Usaha Keuangan; dan 
4.	 Bagian Perlengkapan. 

B.	 Mengoordinir: 
1.	 Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan; 
2.	 Dinas PendapatanDaerah: 
3.	 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan; 
4.	 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 
S.	 Kantor Perpustakaan, At-sip dan Dokurnentasi; 
6.	 Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps 

Pegawai Republik Indonesia; 
7.	 Kantor Samsat; 
8.	 Kantor Pelayanan Pajak; 
9.	 Kantor Pos dan Giro; dan 
10. PT. Bank Lampung. 

Pasal 3 

Penyusunan dan pelaksanaan program baik jarigka pendek, 
menengah maupun jangka panjang Sekretaris DPRD, Kepala 
Dinas Daerah, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala 
Lembaga Lain dan Camat wajib mclakeanakan Koordinasi 
dengan Asisten Sekretaris, Daerah Kabupaten sesuai dengan 
bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 



BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
 
Pasa! 4
 

Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan kccrdinaai 
Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
l, Lampiran II, Lampira.n Ill, Laiupiran N dan Lampiran V dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
DupaLi ini. 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan irii rnulai berlaku, maka : 
a.	 Paaal 121 dan Lampiran I sampai dengan lampiran V 

Peraturan Bupati Lampurig Selatan Nomor 44 Tahun 2008 
tentang Rindan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dacrah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Lampung Selatan; 
dan 

b.	 Peraturan Bupali Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekrctaris Dacrah 
Kabupaten Larnpung Selatan Terhadap Perangkat Daerah 
dan lnstansi Vertikal eli Daerah., 

di	 cabut dan dinyatal<:an tidak berlalru lagi. 

Pasal 6 

peraturan Bupati iru mulai berlaku pacta tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengunctangan Peraturan Bupati ini denga.n penempntarmya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

2013 
/ 

ATAN, 

Dlundangkan di Kalianda 
pada tanggal ,;''imu.;:-.:t'':' 2013 

SEKRETARIS DAJ>KlUl KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

/ ' 
__ . v...-tlIlK/	 "" 

:_~::' :; ,~--~;::-
BERlTA DAERllH]{ABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle
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LAMPlRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
BAGAN ORGAN1SASr PELAKSANAAN KOORDINASI NOMOR : 06 TAHUN 2013 
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG 8ELATAN TANGGAL 3 Jtll1un:i:'i 20J 3 

BUPATI 
-~~~------~-------------~------------

INSTANSI WAKIL BUPATI
VERTIKAL 

STAF AHLl BUPAll BIDMG
 
PEMERINTAHAN, HUKUM DAN F'OLlTlK
 

L 

, STAF AHLl SUPATl SJDANG 
KEMASi'ARAKATAN DAN 
SU~BER DAYA MANUSlA SEKRETARIS 

DAERAHa.	 51A!' AHLl BUPATl SIDANG EKONOMI 
DAN PEMEIi\NOUNAN .. STAF AHLI SUPATl B]DhtW KEUANGAN 

I
 
ASISTEN HWANG 

PEMERIIfTAHAN 

IB~." ~
Pemerintahan 

2.Baglan 
Otonomi 
naereh 

J. Bagian Hukum 

, 

MeugoordiniT, 

1	 Sekretariat DPRD 
o.	 Dinaa 

Kependudukan 
dan pencetetan 
Sipil 

3	 Dines Komunikasi 
dan InfonnaLika

• Dina.. Kehulanan 
s. InapeklOrat 
6.	 Badan 

L.ingkungan Hidup 
Ds.emh 

7	 Badan 
Pemberdayean 
Masyarakat neee 

8.	 Badan Kesatuan 
Bangsa da" 
Politik 

9.	 Satuan Polisi 
PEllIloug Praja 

10. Ke<:amatfln 
II, Sekrelariat KPUD 
12, Barlan Pertanahan 

Naaional 

I
 
ASrsTEN BIOAi'iG 

PEREKONOldLUl D.ur PEMBANGUNAl'l' 

,, 
1. Bagran MengoordiniT;
 

Perekonomlan
 1	 Dlnall Perhubl.lllgRll 
a.	 Dinae Koperindag d.m 

UKM2. Bagian 
3.	 Dittaa Pertamt>anganPembengunen. dan Ene~

dan Sumber Dina.. Penanian TPH 
Daya Alam 5.	 Dinas I'!:ternakan 

6.	 Dinaal(elautAn dan 
Perikanan 

7.	 Dinaa Perkebunan 
8.	 Dinas Pekerjeen 

Umum 
9.	 Bappooa 
10.	 Baden Penanarrulon 

Modal dan Pela,yanan 
Peri>;inan Terpadu 

II. Bada" Klltahanan 
Pangan 

I'. Baden Pl:laksana 
Penyuluttan 
Pertanian, PerikanflIl 
dan Kehutanan 

13. PDAM TIrta Jsaa 
I •. Kantor BPS 
15. Kantor PLN I 

1---------------------------------------------------­ DPRD, I 
I	 I 

---------------------,--- --~-----------------~----------------~,, 

ASISTEH BIDARG
 

KESEJAHTERAAN RAKYAT
 

1
,T 

Mengoordinir: 
1. Dinail Pendidikan 

IB_. 2,Dinas Pemuda danKesejahteraan 
Soaial dan
 
Kemallyara­
ka~" 

2.Bagian Bina 
Mental Sprilual 

OJahraga 
3. Dinu Ke...,hatan 
eDtnae Soaial,Tenaga 

Kerja dlUl 
Transmigraai 

S.Dina.. Pariwisata dan 
Kebudayaflon 

6.Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Keluarga. Berencane 

7.RSUD Dr. Hi. BOB 
BAZAR, SKM 

B.HPBD 

I 

9. Kantor Kementerian 

10	 Badan Narkoti1<a 
Naeional 
"'~" 

, , 

INSPEKTORAT I	 SEKRETARIAT IKABUPATEN 

I
 
ASISTEH BIDANG 

ADMINISTRASI UMUM 

, 
MeIlgDOrdinir 

l.Bagian L Dins.a Pasar, Kebersihan 
Organisaei dan Keinds.han 

a. Dinaa Pendapatan
 
.Bagian Umum
 Daerah
 
dan Pn,tokol
 3.	 Barlan Kepegawaiatl, 

Pendidi1<an d.m iAlihan 
.BagllUl Tata • Baden I'!:ngelata
 
UlIa,OO Keuangan
 Keuangen dan ABet
 

Daerah
 
.Bagian
 5. Kantor Perpuatakaan, 
Perlengkapan Arsip dan Dokumentaai 

6.	 Sekn:tHriat Dewatl 
Pengurus Kabupatan 
KORPRI 

7.	 Kantor Ss.ffiBat 
8.	 !{auter Pelayansn Pajak 
9.	 Kantor PO& dan Giro 

-

DPRD 

L	 Bagia" Umum 
a.	 Ba,gian J't,rundang­

un~n 

3	 Bagian Keuangan 
F1agiatl RisaJah dan 
Persidanl:BIl 

10. g 

/'11;[ ~	 
/ 

ATAN.'/ .\r-i pPUNG SI...\* - ­ *
 
\~ " ,i J~l~o 
~U " '<'~g~".' :to Sf.'- C MENOZA SZP 



BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDTNAS[	 ,!\': '-,'jU,N II : PERATURAN BUPATI Li\MPUNG SELATAN 
AS1STEN BIDANG PEMERINTAHAN	 NOMOR 66 TAHUN 2013 
SEKRETARiS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	 TANGGAL : 3 ITauq,:,ri 2013 

----------------I
INSTANSI DPRD 

LERTIKAL '------,----

,-------, __ n n_J 
BUPATI 

WAKIL BUPATI 

--------.--------------- ------ ------

INSPEKTORAT 
KABUPATEN 

ASISTEN BIDANG 
PEMERINTAHAN 

SEKRETARIS DAERAH 
---------------------,--------------------------------------------, ,__=====:r=======-_', 

r---------------------,
,,, 

STAF AHLI SUPAT! 

Bagian Pemenntahan 

Bagian Otonomi Daerah 

Bagian Hukum 

Balian xeseeuen Bangsa d:=J 
Politik 

Satuan Polis! Pamong 
Prnja 

Kecamatan 

Sekretartat }{PUD 

Baden Pertanahan Nasi9!Wl-___ 

__~'...L -,I SEKRETARL~T 
I DPRD _ 

1.	 Bagian Umum 
2.	 Bagian 

perundang­
undengan 

3. Bagian Keuangan 
4.	 Bagian Risalah 

dan Persidangan 

U Badan Lingkungan Hidup 
Daerah

!, ~I=========;
Badan pemberdayean!._­

Ma5)'arakat ness 

~-



-------------------------------
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BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASr 
ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 
SEKRSTARIS DAERAH KABUPATF.N LAMPUNG SELATAN 

INSTANSI
 
VERTlKAL
 

~---------------------,, ,, 

STAF AHLl BUPATI 

Bagian Perekonomian 

Bagian Pembangunan dan
 
Sumber Daya Alam
 

BUPATI
 
WAKIL BUPATI
 

I 
SEKRETARIS DAERAH 

A9[STEN BIDANG PEREKONOMIAN INSPEKTORAT 
DAN PEMBANGUNAN [ KABUPATEN 

_-.J l _________________________________ , 
, 

Dinas Perhubungan	 BAPPEDA

H~=~IH~=~

Badan Ketahanan panganf--j	 IH'=====I H 

,,, 
.. - ­,, 

Dinas Kcperasi, Penndustrten, 
Perdai:;anWlD dan UKM 

,,, 
,r- ­

, 
Badan f'en.,.naman Modal dan 
~l..j-anan Perizman Terpadu 

Dinas Pertamhangan dan Energi 

Hadan Pelak!JaJ1. Penyuluhan~ __ i======~
Dinas Pertanian Tanaman 

, 

H
H
 
~--j
 

( 

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATr LAMPUNG SELATAN 
NOMOR .:J(~ TAHUN 2013 

TANGGAL : '3 ,Fl1:J.'.1(::'i,r i 2013 

------------------------------------ ----------------1 

------------._----------­,,, 

Dinas PekeJjaan Umum ]~ --j 

Perlanian. Perijcanan, dan
Pangan dan Hortikultura Kehutanan , 

Dinas Pelemakan PDAM Tirta .reseI H	 J 
Dinas Kelautan dan Perikanan f--[;=_==I	 Kantor BPS 

,, 
Dinas Perkebunan !.- ­I	 Kantor FL 

, 
.... 

DPRD 
I 

SEKRETARIAT
DPRD 

.~.----_._, 

-----~------- , 

1.	 Bagian Umura 
2.	 Bagian 

Perundang­
undangan 

3.	 Bagian Keuangan 
4.	 Bagian Riaalah 

dan Persidangan 
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BAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI	 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
ASISTEN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	 NOMQR 06 TAHUN 2013 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	 TANGGAL ;" 3' JallUf-l.rl 20] 3 

~----------_._---_._----_._-----	 ------------------------------------­BUPATIINSTAN 
VERTIKA: WAKIL BUPATI 

I 
- ­

SEKRETARIS DAERAH 
~-~----------~--------,

--~-----------,	 -~-------------------T---,, ,, 

ASISTEN BIDANG [NSPEKTORATSTAF AHLI BUPATI 
KES&JAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN 

, 

-
,I	 ~I------~ : I Badan Pemberdayaen Perempuan

Bagian Kesejahteraan : 1 c-­ Dines Pendidikan ] r 

,

- - '[ dan Keluarga Berencana 

Sosial dan Kemasyarakatan ,, ,,, 

~ ~. ~ Dinas Pem\l.da dan" OIahraga. I ~ __ ~ ·RSUD Dr. Hi. BOB BAZAR, SKM )Y Bagian Bina Mental
 
Soritual
 ,

f--1	 I : i Dinas Kesehatan Baden Penanggulangan I 
~ - - Bencana Daerah,,	 ,,	 ,Dinas Scsief, Tenaga Kerja dan ,, Transmigrasi,,	 t--i Kantor Kementerian Agama I 

, ,,	 ,Dinas Partwisata dan.. -- Kebudayaan ~ __ I IBadan Narkotika Nasional 

DPRD 

_. -----------,,, 

SEKRETARIAT 
DPRD 

1.	 Bagian Umum 
2.	 Bagian 

Perundang­
undangan 

3.	 Begian Keuangan 
4.	 Bagian Risalah 

dan Persidangan 

.TAN,
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LAr\IP[RAN \' ~;ATURAN BUPATI LAMPUNG SElATANBAGAN ORGANISASI PELAKSANAAN KOORDINASI 
'OR 06 TAHUN 2013ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM 

.'3GAL ; j Janu.'l.ri' 2013SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN LAMPVNG SEL.'HAN 

~ __ v _______ ~ ___________________ 

~ANr
;iiTIKASI 
I L 
1__­ I 

EllTJ>J\1rI ---------------------------------------------[ DPRD
WJ\KIL EllTJ>J\1rI 

SEKRETARI-S-D-AE--RA-H-~ l	 _~_,--__.....J 

f---------------------~	 ---------------------,-------------------------------------, 
, ===r:~===~ ,

'	 ,, ,	 ,--~--'-------, ,r 
INSPEKTORAT

I KABUPATEN 
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